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MOTTO 

“it's not always easy, but that's life. be strong because there are better 

days ahead.” 

 

Kamu  tak akan mampu membuat semua manusia senang, Maka 

perbaikilah hubungan antara dirimu dengan Allah, dan jangan 

pedulikan apa kata manusia 
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ANALISIS PENGELOLAAN KINERJA KEUANGAN BADAN USAHA 

MILIK DESA (BUMDes) di DESA BAJIMINASA KECAMATAN  

RILAU ALE KABUPATEN BULUKUMBA 

 

Abstrak 

Nurwidiya Ningsi. 2023. Skripsi. Analisis PengelolaanA Kinerja AKeuanganA 

BadanA Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa  Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale 

Kabupaten  Bulukumba dibimbing oleh Dr. ASukmawatiAMarjuni, SE., M.Si dan 

Ahmad Jumarding, SE.,MM. 

SesuaiAdenganApermasalahanAyangAdiajukanAdalamApenelitianAini, 

AmakaAtujuan dariA penelitian AiniA adalah Auntuk Amenganalisis Adan 

AmengetahuiAbagaimana  kinerjaAkeuangan  Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) 

Di DesaABajiminasa KecamatanARilau Ale Kabupaten BulukumbaAyang 

diukurAdenganAmenggunakanArasio profitabilitas, rasioAlikuiditasAdan 

rasioAsolvabilitas. 

DalamApenelitianAini, AteknikAanalisisAyang digunakanAadalah  analisis  

deskriptif pendekatanA kuantitatif Ayang Adilakukan Adengan Amengumpulkan 

Adata  yangAditerimaAdariBadan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa 

Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten BulukumbaAberupa data-data 

jumlahAanggaran pendapatan, realisasi  penerimaan dan pengeluaranA sehinggaA 

memberikan Agambaran  yang  cukup  jelas untuk penulisA menganalisisA 

sertaAmembandingkanAdengan teoriAyangAada. 

HasilApenelitianAmenyakanAbahwaARasioAProfitabilitasAatauAReturn 

On Equity (ROE), Apengelolaan Amodal Aterhadap AkinerjaAkeuangan Badan  

Usaha MilikADesa Bajiminasa KecamatanA Rilau Ale KabupatenA 

BulukumbaAtelah tefektif iniAdibuktikanAdengan  rasio  ReturnAOn Equity 

beradaAdiatas rasio standaA (59,26% > 40%). BerdasarkanARasio Likuiditas atau 

RasioAaktiva lancar (Current Ratio), pengelolaan modal terhadap kinerja 

keuangan BadanAUsaha MilikADesa (BUMDES) di DesaABajiminasa 

Kecamatan Rilau Ale KabupatenABulukumba telahAmandiri, ini di 

buktikanAdengan rasio rata– rata aktiva lancar (Current Ratio) yang berada di 

atasAstandarA ( 1183,75% > 200% ). BerdasarkanARasio Solvabilitas atau 

utangAterhadapAmodal (Debt to Equity Ratio), pengelolaanAmodal terhadap 

kinerja keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) diADesa 

BajiminasaAKecamatan Rilau Ale Kabupaten BulukumbaAtergolongAefisien 

atau sehatAkarena rasioAutang terhadap modal (Debt to Equity Ratio) Aberada di 

atasAstandar ( 37,04% > 30% ) 

 

Kata Kunci :  Kinerja Keuangan, Rasio Profitabilitas, Rasio Likuiditas dan Rasio 

Solvabilitas 
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ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE MANAGEMENT OF 

VILLAGE OWNED ENTERPRISES (BUMDes) IN BAJIMINASA VILLAGE, 

DISTRICT RILAU ALE BULUKUMBA DISTRICT 

 

Abstract 

Nurwidiya Ningsi. 2023. Thesis. AnalysisAof Financial Performance 

AManagement ofAVillage-Owned EnterprisesA(Bumdes) in BajiminasaAVillage, 

Rilau Ale District, Bulukumba Regency, supervised  by Dr. SukmawatiAMarjuni, 

SE., M.Si  and  Ahmad  Jumarding, SE., MM. 

InA accordanceAwith AtheAproblems raisedA inAthisAstudy,  AtheA 

purposeAofA this researchA is to analyzeA and  find  out  howAthe AfinancialA 

performance of Village  Owned Enterprises (Bumdes) in Bajiminasa Village, 

Rilau  Ale District,Bulukumba RegencyAisAmeasured usingAprofitability Aratios,  

liquidityAratiosA andAsolvencyA ratios. 

In this study, the analysis  technique used  wasAdescriptiveAanalysis 

withAaAquantitative approachAwhich  wasA carriedA outA byA collecting Adata 

AreceivedAfrom  

Village-OwnedAEnterprises (Bumdes) in Bajiminasa Village, Rilau Ale 

District, Bulukumba Regency inAtheAform of data on theAamount of 

ArevenueAbudget, realization of receipts and expenses so as to provide a clear 

enough picture for the author to analyze and compareAwith existingAtheory. 

The resultsAof theAstudy   stated  that  the  Profitability Ratio or Return  On 

Equity (ROE), capital management onAtheAfinancialAperformanceAof 

Bajiminasa Village-Owned Enterprises, Rilau Ale District, Bulukumba  Regency 

has  been effective. This is evidenced by the Return On Equity ratio which is 

above the standard ratio (59.26% > 40% ). Based on the  Liquidity  Ratio or 

Current Assets Ratio, capital management on the financial performance of 

VillageAOwned Enterprises (BUMDES) in BajiminasaAVillage, Rilau Ale 

District, Bulukumba Regency  has  been  independent, this is  evidenced  by the  

average current asset ratio (Current Ratio) which  is  above the standard 

(1183.75% > 200%). Based  on the  Solvency  Ratio  or  debt to equity (Debt to 

Equity Ratio), capital management on the financial performance 

ofAVillageAOwnedAEnterprises (BUMDES) in Bajiminasa Village, Rilau Ale 

District, BulukumbaARegencyAis classified as efficient or healthyA becauseAthe 

debt to  equity ratio (Debt to  Equity Ratio) is aboveAstandard ( 37.04% > 30%). 

Keywords : FinancialAPerformanceAProfitability RatiosALiquidityARatios and 

Solvency Ratios. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perbaikanskotaamerupakanapusatakegiatanapergantianamasyarakat, 

karenaakotaamerupakanasub abagianadari awilayah apublik ayanga langsung 

berhubunganadenganawilayahasetempat.aNamun,ahinggaasaatainiamasihterda-

pat  kesenjangan antara wilayah metropolitan dan provinsi. Berbagai upaya 

untukamenaklukan lubang telah dilakukanaoleh otoritas publik. Pada tahun 

1994 badan publik mengeluarkanaProgram Pembinaan Resmi Kota Terhambat 

(IDT), yangakemudian menciptakanaberbagai proyek, khususnya Program 

Perbaikan Daerah (PPK) yang dilaksanakan oleh Dinas Usaha Rumah Tangga, 

Program Penanggulangan Kemiskinan Metropolitan (P2KP) yang program 

Dinas Pekerjaan Umum, dan sebagainya. Proyek-proyek yang dibentuk 

dikerjakan oleh divisi. 

Mulai sekitar tahun 1998 telah terjadi beberapasperubahansmendasar, 

khususnya adanya kerangka desentralisasi, perubahan kerangka moneter negara 

dan kerangka pengaturan peningkatan publik, yang mempengaruhi semua 

prakarsa yang didukung pembayar pajak, termasuk program yang dibentuk 

oleh otoritas publik untuk mengatasi variasi antar lokal. Perbaikan kota melalui 

kerangka kerja pemerintah yang terkoordinasi akan mempermudah kota untuk 

menjadi kota bebas. Kota harus memiliki pendapatan seperti itu, artinya kota 

memiliki APBDes kecil dan juga tergantung levelnya ketimpangan & 

kemelaratan paling jauh adalah merupakan penyebab kesulitan kota untuk 
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memiliki pendapatan asli kota yang tinggi, aset fungsional rendah untuk 

menawarkan jenis bantuan publik, banyak perbaikan sedang dilakukan oleh 

kota, namun tidak diawasi secara bebas oleh kota. Jadi kota tidak bisa bebas. 

Pembenahan kota dengan arah pemanfaatan aset kota melalui BUMDes 

diharapkan memiliki opsi untuk menggali potensi kota. Saat ini kota tersebut 

memiliki kemampuan beradaptasi sumber daya yang didapat dari beberapa 

perspektif. 

Sesuai Perda Nomor 6sTahun 2014 tentang Kota, ayat 1 pasal 72 upah 

kota berasal dari upah asli kota (Cushion), yang dimaksud dengan Bantalan, 

khususnya hasil usaha, hasil, bekerja sama, pengembangan diri dan dukungan 

& pendukung sejenisnya asli, peruntukan APBN (Rencana 

belanjaspendapatansdan konsumsisnegara), sebagian jalansyang diperoleh dari 

penilaian daerah dan kebutuhan daerah atau kota, ADD (Penugasan Aset Kota) 

yang keadaannya disesuaikan dengan cadangan yang diperoleh dari 

daerah/perkotaan masyarakat, sbantuan yang diperoleh dari APBD (Rencana 

Keuangan Pendapatan dan Penggunaan Wilayah) 3 Umum dan Rezim/APBD 

Kota, hadiah atau penghargaan yang tidak terbatas dari pihak luar, dan gaji asli 

kota. Jenis pendapatan ini membantu kota dalam melakukan proyek untuk 

lebih mengembangkan bantuan pemerintah daerah (Rofidah 2019). 

Pedoman Pendeta Usaha Rumah Tangga Tentang “Usaha Klaim Desa” 

Nomor 39 Tahun 2010 yang dikuasakan pada otoritas publik, Kota yang 

mengikuti program BUMDes dapat memenuhi kebutuhan keuangannya sambil 

memperluas kemampuan pertama daerahnya” Peningkatan BUMDes di 
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Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Dinas 

Kota, Pembenahan Daerah Bingung dan Keimigrasian (PDTT) jumlah 

BUMDes mengalami peningkatan secara keseluruhan dimana pada tahun 2014 

hanya berjumlah 1.022 unit dan pada tahun 2021 berjumlah 57.273 unit 

BUMDes dengan rincian 45.233 BUMDes dinamis dan 45.233 dinamis 

BUMDes di Indonesia 12.040 BUMDes (Waseso, 2021). Di Indonesia tepatnya 

di Wilayah Bali hingga tahun 2020 tercatat sebanyak 636 kota dengan 588 unit 

BUMDes (Novelino, 2021). 

Namun dengan pesatnya perkembangan BUMDes di Wilayah Bali, akhir-

akhir ini banyak BUMDes yang mengalami kerugian dalam pengelolaan 

keuangan karena tidak diawasi secara ahli, kecakapan dan kelangsungan 

pengelolaan keuangan BUMDes. Konsentrasi pada administrasi BUMDes 

harus dilengkapi dengan beberapa lubang pemeriksaan. Pertama-tama, kajian 

administrasi UKM, meskipun dilihat dari skala usaha setara dengan BUMDes, 

atribut manfaat yang diatur UKM tidak sama dengan BUMDes yang memiliki 

kualitas usaha sosial atau usaha sosial. Dengan atribut campuran tersebut, maka 

penyelenggaraan BUMDes memiliki kualitas yang unik, khususnya BUMDes 

harus bertanggung jawab secara moneter dan sosial. Kedua, kajian administrasi 

BUMDes saat ini sedikit banyak berbicara tentang administrasi, misalnya 

komponen tanggung jawab. Komponen tanggung jawab adalah komponen 

administrasi secara keseluruhan, sedangkan komponen administrasi BUMDes 

yang terpisah dari substansi yang berbeda adalah komponen kerjasama. Ketiga, 

berkonsentrasi pada penyelenggaraan pemerintahan dalam usaha-usaha 
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persahabatan yang diarahkan di berbagai negara, misalnya di Inggris, memiliki 

tatanan sosial dan ekologis sosial yang berbeda dari usaha-usaha sosial di 

Indonesia. BUMDes yang didirikan di Indonesia memiliki sifat usaha sosial, 

namun atributnya tidak sama dengan usaha social enterprisedi UK (Widiastuti 

et al. 2019).  

Pendirian   BUMDes bertujuan : mengembangkan lebih lanjut ekonomi 

kota; memajukan sumber daya kota sehingga berguna untuk bantuan 

pemerintah kota; memperluas usaha daerah dalam menghadapi potensi 

keuangan kota; mendorong rencana partisipasi bisnis antar kota dan juga 

dengan pihak luar; membuka pintu dan jaringan pasar yang membantu 

masyarakat membantu kebutuhan warga; buka pekerjaan pintu terbuka yang 

berharga; memperluas bantuan pemerintah daerah melalui penyelenggaraan 

pemerintahan terbuka, mengembangkan dan menyeimbangkan perekonomian 

kota; dan memperluas pembayaran area lokal kota dan pembayaran unik kota. 

Pemerintah Kota berpendapat bahwa pengaturan dan pengurus BUMDes 

harus lebih mengembangkan bantuan pemerintah daerah, mendorong potensi 

kota dan otonomi keuangan kota dengan latihan dan organisasi yang telah 

diawasi oleh BUMDes dengan mengaktifkan daerah setempat (Ibrahim et al. 

2020). Efek samping dari persepsi dasar yang dibuat oleh para analis hingga 

saat ini menunjukkan bahwa kekhawatiran dan pandangan penduduk dan 

keadaan kota adalah masalah utama dalam perbaikan kota. Memikirkan 

masalah sebenarnya untuk jaringan kota yang berpendapat bahwa penduduk 
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tertinggal dan perbaikan tidak cukup cepat. Ini memengaruhi latihan moneter 

penghuni pada area pedesaan. 

Perekonomian kota dapat didorong untuk menjadi lebih berkembang 

melalui upaya-upaya yang dilakukan usaha kota di disusun untuk 

mengembangkan kemampuan kota lingkungan terdekat. Hal ini karena 

kawasan usaha bisnis akan mempercepat pendampingan pemerintah daerah dan 

menjadi salah satu metodologi dalam mengembangkan perekonomian kota. 

Dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan kota guna meningkatkan 

penguatan wilayah kota, maka Perda ini juga membuka pintu bagi kota-kota 

untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMDes) merupakan entitas 

atau komponen. keuangan di area kota & merupakan badan penegak yang sah. 

substansi dan dibentuk dan memiliki tempat dengan Pemerintah Kota, 

mengawasi keuangan secara bebas dan ahli dengan semua atau sebagian besar 

modal menjadi sumber daya kota terisolasi. Sementara itu, menurut Meijer, 

tujuan menjadi unsur yang berbadan hukum adalah agar BUMDes memiliki 

kebebasan dan komitmen. Ini bisa menjadi tugas yang menantang bagi Dinas 

Kota untuk dapat memahami pentingnya BUMDes bagi setiap penduduk 

Indonesia. Ujian lainnya adalah agar kepala kota di Indonesia memahami dan 

mengelola program BUMDes secara efektif untuk mencapai tujuan utama 

BUMDes dalam menggerakkan perekonomian kota. (Pradani 2020).  

Kehadiran BUMDes di setiap kota diharapkan dapat menambah 

perluasan jenis pendapatan asli kota yang dapat memberdayakan kota untuk 

melakukan perbaikan dan meningkatkan bantuan pemerintah terhadap jaringan 
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kota idealnya dan BUMDes akan tetap berada sebagai lembaga keuangan kota 

yang berperan penting. bagian dalam memahami bantuan pemerintah daerah 

setempat, kota dan pemerintah kota. . Penguasaan administrasi yang baik 

tentang aturan tata letak BUMDes pada aturan dan pedoman adalah hal yang 

sangat penting agar BUMDes dapat berjalan dengan baik. Akibatnya, kegiatan 

di BUMDes yang ahli dan sangat prioritas bagi upaya menggarap ekonomi 

kelurahan dan kewilayahan dalam lingkup ekonomi kerakyatan (Utami et al. 

2019). 

Mengingat penggambaran di atas, penulis tertarik untuk lebih 

berkonsentrasisjauhstentang judul “AnalisissPengelolaan Keuangan usaha yang 

dimiliki (BUMDes) di Desa Bajimkinasa Kelurahan Rilau Ale rezim 

Bulukumba”. 

B. Rumusan Masalah 

Bersadarkan dasar yang diuraikan, demikian masalahnya akan dibahas pada 

pemeriksaan ini : 

1. Apakah Pengelolaan eksekusi Keuangan usaha yang dimiliki (BUMDes) 

di Desa Bajiminasa Kelurahan Rilau Ale rezim Bulukumba sudah efektif? 

2. Apakah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah kepada Badan Usaha Milik 

Kota (BUMDes) di kota-kota Bajiminasa Kelurahan Rilau Ale Kabupaten 

Bulukumba telah efektif ? 

3. Apakah Rasio Efesiensi Keuangan Daerah pada kepada Badan Usaha 

Milik Kota (BUMDes) di kota-kota Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale 

rezim Bulukumba sudah efektif ? 
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C. TujuansPenelitian 

Adapun Sasaransyang inginsdicapai dalam pemeriksaan ini adalah : 

1. Bagi menganalisis para eksekutifsKinerjasKeuangan usaha yang dimiliki 

Desa (BUMDes) di Desa Bajiminasa Kelurahan Rilau-Ale Kabupaten 

Bulukumba. 

2. Untuk membedah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah kepada Badan 

Usaha Milik Kota (BUMDes) di kota-kota Bajiminasa Kelurahan Rilau-

Ale rezim Bulukumba. 

3. Untuk menganalisis Rasio Efesiensi Keuangan Daerah di Kabupaten 

Bulukumba Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bajiminasa, 

Desa Rilau-Ale. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat riset antara lain: 

1.  Manfaat belajar: 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya 

dan menjadi sumber informasi.Keuntungan Akal Sehat: 

2. Untuk Ilmuwan 

a. Keuntungan dapat dipelajari dalam komposisi logis yaitu dapat 

menambah wawasan dan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan 

BUMDes. 

b. Untuk Perguruan Tinggi 

Penulisan logis seharusnya berubah menjadi bahan perpustakaan untuk 

peneliti selanjutnya, terutama bagi mahasiswa yang mempunyai minat 
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dengan kajian mengenai pemeriksaan tata usaha keuangan badan usaha 

milik daerah (BUMDes) 

c. Bagi Instansi 

Untuk mengetahui cara mengelola dan mengatur Keuangan Badan 

Usaha Milik kota (BUMDes) sekalihgus bahan pertimbangan untuk 

menjalankan organisasi kota guna meningkatkan kemajuan desa. 

E. Lingkup Penelitian 

Ruang Lingkup Eksplorasi ini merupakan salah satu jenis pemeriksaan 

pemikat kuantitatif, yaitu penelitian yang diarahkan pada faktor-faktor bebas, 

yaitu tanpa membuat korelasi, atau berinteraksi dengan faktor-faktor yang 

berbeda. Motivasi di balik pemeriksaan grafis adalah untuk membuat 

penggambaran, gambar, dan gambar yang metodis, dapat diverifikasi, dan tepat 

sehubungan dengan realitas saat ini, atribut, dan hubungan antara berbagai 

kekhasan yang dieksplorasi. Kajian ini bertujuan untuk membedah 

penatausahaan penyajian keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di 

Kota Bajiminasa, Kawasan Bir Rilau, Bulukumba.  

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk bekerja dengan pemahaman, pencipta memisahkannya menjadi tiga 

bagian dengan penggambaran yang menyertainya: 

Presentasi Bagian I 

Bagian ini merupakan bagian dasar yang menggambarkan landasan 

masalah, definisi masalah, poin-poin dan manfaat pemeriksaan, jangkauan 

eksplorasi dan percakapan yang efisien. 
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Bagian II Survei Penulisan 

Bagian ini terkait dengan pemahaman-pengertian desa, pengelolaan 

keuangan desa, kinerja keuangan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes), investigasi proporsi moneter teritorial, eksplorasi masa 

lalu, prospek, dan spekulasi. 

Bagian III Filsafat Eksplorasi 

Bagian ini berisi strategi penelitian, yang berisi bidang penelitian, jenis 

dan sumber informasi, prosedur pengumpulan informasi dan metode 

penyelidikan informasi, definisi fungsional dan rencana pemeriksaan. 

Bagian IV HASIL Eksplorasi DAN Percakapan 

Bagian ini berisi tentang konsekuensi pemeriksaan, pengelompokan 

pembicaraan yang ditunjukkan dengan metodologi, gagasan penjajakan, 

dan pemaknaan masalah dan titik fokus pemeriksaan, serta percakapan 

dampak lanjutan yang berbeda. bermacam-macam informasi dan 

investigasi hasil ini. 

Bagian V Menutup  

Babsini merupakan bagian terakhirsyangsberisiskesimpulan, gagasan atau 

usulan yang disajikan bagi singkat. 
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BABsII 

TINJAUANsPUSTAKA 

A. Kerangka Teori 

1. PengertiansDesa 

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 

asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Republik Indonesia, 

sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 

Tahun 2014, sehingga masyarakat pedesaan mempunyai hak yang sama 

untuk tumbuh dan berubah seiring dengan perubahan ekonomi, politik, 

sosial, dan budaya. 

Salah satu langkah untuk mencapai cita-cita nasional bangsa Indonesia 

yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah pertumbuhan 

ekonomi masyarakat. Menurut Sutrisna 2020, keberadaan desa sebagai 

pilar perekonomian bangsa menunjukkan bahwa perekonomian 

masyarakat desa berhasil meningkatkan taraf hidup warganya. Diawali 

dengan berlakunya UU No. 1, sistem pemerintahan di desa memberikan 

harapan untuk tumbuh dan terciptanya program-program kesejahteraan. 06 

Tahun 2014 yang mengubah sistem pemerintahan desa selain secara 

kelembagaan, telah banyak merubah sistem pemerintahan desa. Desa 

kemudian berkembang menjadi pemerintahan dengan sumber daya yang 

besar untuk mengelola wilayahnya secara mandiri. Dalam upaya 
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meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kebijakan pemerintahan 

desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 dianggap sebagai kebijakan yang 

menawarkan harapan baru. Menurut Kinasih, Widiyahseno, dan Wahjuni 

DJ 2020, beberapa kebijakan tersebut antara lain alokasi anggaran yang 

cukup besar ke desa dengan maksud untuk meningkatkan anggaran desa 

untuk pembangunan, pelayanan, pembinaan, dan pemberdayaan 

masyarakat. 

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

disebut dengan pemerintahan desa dalam Permendagri RI Nomor 113 

Tahun 2014. Ada empat macam desa di Indonesia yaitu: 

1) Jenis desa pertama dan tertua di Indonesia adalah masyarakat 

berpemerintahan sendiri yang dikenal sebagai desa adat. Jenis desa ini 

mengatur dan mengelola wilayahnya sendiri tanpa bantuan pemerintah. 

Itu biasanya tertutup untuk perkembangan dari dunia luar, dan juga 

tidak melakukan tugas administratif apa pun yang diberikan negara. 

DesasPekraman di Bali merupakan gambaran desa tradisional. 

2) Kota Berwibawa (pemerintahan negara lingkungan) penting bagi 

wilayah organisasi negara, bagian yang paling rendah adalah 

memberikan organisasi kepada wilayah lokal, kota ini dibingkai oleh 

negara dan menyelesaikan tugas-tugas manajerial yang diberikan oleh 

negara. Desasadministrasissecara substansial tidaksmempunyais 

otonomi dan demokrasi. 
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3) DesasOtonom sebagai Prinsip desentralisasi digunakan untuk 

membangun pemerintahan daerah sendiri, memberikan desa ini 

kewenangan yang jelas atas pengelolaan rumah tangga. 

4) Desa yang bersifat adat dan semi otonom disebut desa campuran. 

mempunyaiskewenangan sebagian yaitu antarasotonomi asli danssemi 

independensi formal Maksudnya diakui oleh undang-undang, tetapi 

cara pelaksanaannya antaraspemerintah Dalam teori desentralisasi, 

transisi dari daerah otonom ke bagian sub-pemerintah tidak diakui. 

Desa sebagaimana dimaksud dalam UU No. 22 Tahun 1999 maupun 

UU 32 Tahun 2004 merupakan tipe desa campuran semacam ini 

(Rofidah 2019).  

2. PengelolaansKeuangan Desa 

Financial Management Behavior berhubungan dengan tanggung 

jawab keuanganssesesorangsmengenai bagaimana mengendalikan uang 

mereka. Proses pengelolaan keuangan seseorang dan aset lainnya dengan 

cara yang dianggap produktif disebut tanggung jawab keuangan. 

Pengelolaan uang menurut Ida dan Dwinta (2010) adalah proses 

penguasaan cara menggunakan aset keuangan. Jika Anda mengelola uang 

Anda dengan baik, Anda tidak akan terjebak dalam perilaku keinginan 

yang tak ada habisnya. Dampak dari aktivitas seseorang terhadap 

pemenuhan kebutuhan hidupnya sesuai dengan tingkat pendapatan yang 

diperoleh adalah munculnya perilaku pengelolaan keuangan. 
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Menurut Anwar Ph.D (2019, hal 5) smenyatakansbahwa “manajemen 

keuangan adalahssuatu displin ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan 

keuangansperusahaansbaik dari sisispencarian sumber dana, pengalokasian 

dana, maupunspembagian hasilskeuntungansperusahaan.(Ekonomi et al. 

2020).  

Yushita menegaskan (2017: 14) Dia mengatakan bahwa salah satu 

keterampilan paling mendasar yang dibutuhkan masyarakat modern adalah 

kemampuan mengelola keuangan sendiri karena pilihan yang diambil 

orang setiap hari akan memengaruhi keamanan finansial dan standar hidup 

mereka. Kesalahan dalam pengelolaan keuangan dapat mengakibatkan 

kesulitan keuangan. 

Tingkat literasi keuangan terkait erat dengan manajemen keuangan. 

Diharapkan dengan pengelolaan keuangan yang baik dan literasi 

keuangan, taraf hidup masyarakat akan meningkat. Sekalipun seseorang 

berpenghasilan tinggi, akan sulit untuk memiliki keamanan finansial tanpa 

pengelolaan keuangan yang baik. Menurut Yushita (2017:13), literasi 

keuangan merupakan syarat mendasar untuk menghindari masalah 

keuangan. Diharapkan masyarakat dengan tingkat literasi keuangan yang 

tinggi dapat menikmati hidup dengan sumber keuangan yang tepat (Putri 

et al.). 2019). 

Untuk mencapaifefektivitas danfefisiensi dalamfpengelolaanfkeuangan 

desafdiperlukanfsejumlah asas atau prinsip yangfharus dujadikan 

pedoman. fAsas ataufprinsip-prinsipfdimaksudfadalah: 
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1. Asas kesatuan, yaitufasas atau prinsip yangfmenghendakifagar 

semuafpendapatan dan belanja desafdisajikan dalamfkesatuan 

dokumenfanggaranfdesa. 

2. Asasfuniversalitas, yaitu asas ataufprinsip yangfmengharuskan 

agar setiap transaksifkeuangan desa ditampilakan secarafutuh 

dalamfdokumenfanggaran desa. 

3. Batas waktu ditetapkan dengan prinsip tahunan. 

berlakunyafanggaranfuntukfsuatuftahunfanggaran. 

4. Asasfspesialitas, yaitu asasfataufprinsip yang mewajibkan agar 

setiapfkreditfanggaranfyangfdisediakanfterincifsecarafjelasfperunt-

ukannya. 

5. Asasfakuntabilitas yangfberorientasi padafhasil yaitu asasfatau 

aturan yang menetapkan bahwa setiap gerakan administrasi 

keuangan kota harus bertanggung jawab masyarakatfdesa, 

sesuaifdenganfketentuanfperundang-undangan. 

6. Asasfproporsionalitasfyaitufasasfataufprinsip yang  mengutamakan 

keseimbangan antarafhak dan kewajibanfdalamfpengelolaan 

keuangandesa. 

7. Asasfprofesionalitas yaitu asas atau  prinsip  yangfmengutamakan 

berdasarkanfkodefetik danfketentuan perundang-undanganfyang 

berlaku. 

8. Asasfketerbukaan yaitufasas ataufprinsip yang membuka diri 

terhadap hakfmasyarakat untuk memperolehfinformasi yangfbenar, 

jujur dan tidakfdiskriminatif ftentang  pengelolaanfkeuangan desa 
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dengan  tetapfmemperhatikanfperlindunganfterhadap hak pribadi 

danfgolongan. 

9. Asas pemeriksaanfkeuangan olehfBadanfPemeriksa Keuangan 

(BPK) yangfbebas danfmandiri, yaitu asas atau prinsipfyang 

memberikanfkebebasan bagi  BPK funtuk  melakukanfpemeriksaan 

keuangan desafdengan tidakfbolehfdipengaruhi siapa pun. 

10. Asas value for money, yang menekankan bahwa pengelolaan 

keuangan desa harus dilakukan secarafekonomis, fefisien, 

danfefektif. 

11. Asas kejujuran yang menekankan bahwa dana masyarakat 

termasuk APBDes harus dikelola secara jujur dipercayakanfkepada 

petugas memilikifintergritas dan elektabilitas yang baik 

sehinggafpotensi munculnyafpraktek  Nepotisme, kolusi, dan 

korupsi bisa dikurangi. 

12. Asas atau asas yang memerlukan pengawasan pengeluaran dan 

penerimaan adalah asas pengendalian. anggaranfpendapatan  

danfbelanja  desa  (APBDes)  sehinggafbila  ada perbandingan 

(varians) dapatssegera kita mencari masalah timbulnyasselisih itu 

13. Konsep organisasi dan ketaatanfterhadap peraturanfperundang-

undanganfyaitufasas atau prinsip yangfmengharuskan 

bahwafdalamfpengelolaanfkeuangan  Masyarakat harus patuh. 

fkepada hukum dan peraturan yang berlaku hukum dan peraturan 

yang berlaku hukum dan peraturan yang berlaku. 
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14. Asas bertanggung jawab yaitu asas atau asas wajib 

kepadafpenerimafamanahfataufpenerimafmandatefuntukmemperta

nggungjawabkanfpengelolaan dan manajemen sumber daya dan 

pelaksanaanfkebijakan pada kepercayaan kepadanyafdalam guna 

mencapai tujuan tersebut telahfditetapkan. 

15. Asas atau asas yang menekankan perlunya keseimbangan dalam 

pembagian wewenang dan pendanaannya, serta keseimbangan 

dalam pembagian hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan 

obyektif, dikenal dengan asas keadilan. 

16. Asasfkepatutan yaitu asas ataufprinsip yangfmenekankanfadanya 

suatu sikap danftindakan proporsional dan wajar. 

17. Asas atau asas yang menyatakan bahwa dana desa harus 

digunakan atau diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat desa dikenal dengan asas manfaat bagi masyarakat. 

Keuangan desa harus dikelola sesuai dengan berbagai prinsip 

pengelolaan keuangan agar dana yang sangat terbatas dapat digunakan 

secara efektif, ekonomis, dan berkeadilan. Agar efektif, pengelolaan 

keuangan desa harus mampu mencapai tujuan secara efisien., 

fmaksudnyafbahwafpengelolaan fkeuangan dimaksudfdapatfmenghasilkan 

perbandingan fterbaik fantarafmasukan dengan fkeluarannya. Sedangkan 

fsecara ekonomis, fmaksudnya fbahwa  pengelolaan fkeuangan ftersebut 

dapatfmenghasilkanfperbandinganterbaikantarafmasukanfdenganfnilaimas
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ukan,adapunsecaraberkeadilan,maksudnyafbahwafpengelolaanfkeuangan 

tersebut harusfdapatfmemenuhi rasafkeadilan dalamfmasyarakat. 

Sejak 1 Januari hingga 31 Desember, sistem pengelolaan keuangan 

desa mengikuti APBN dan APBD. Sebagai kepala pemerintahan desa, 

Kepala Desa berwenang atas keuangan desa dan mewakili pemerintahan 

desa di desa. kepemilikanskekayaansdesa yangsdipisahkan. Oleh karena 

itu, kepala desa mempunyaiskewenangan. 

1. Menetapkanskebijakan tentangspelaksanaansAPBDes. 

2. Menetapkanskebijakanstentangspengelolaansbarang desa. 

3. Menetapkansbendaharasdesa. 

4. Menetapkan pejabat yang bertanggung jawab mengumpulkan dana 

desa. 

5. Menetapkanspetugas untuk bekerja menguasai barang milik desa. 

Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh pengawas dengan 

dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) 

yaitu perangkat desa lainnya dan sekretaris. Sekretaris desa melapor 

kepada kepala desa dan berfungsi sebagai koordinator pengelolaan 

keuangan desa. Bendahara desa bertanggung jawab atas kas.. 

Kepalasdesa menetapkansbendahara desasdengan keputusanskepalas 

desa (Sari 2020). 

PengelolaansDana Desa mencakup tiga tindakan penting: perencanaan, 

pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. 

a. Perencanaan Langkah pertama dalam mengelola Alokasi Dana Desa 

(ADD) adalah perencanaan. Latihan perencanaan ini selesai untuk 
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menyusunskegiatan pelaksanaansAlokasisDanasDesas (mencakup tiga 

tindakan penting: perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. 

 Perencanaan Langkah pertama dalam mengelola Alokasi Dana Desa 

(ADD) adalah perencanaan. Latihan perencanaan ini selesai untuk 

usulanusulansmasyarakat terhadap program kedepannya saja 

yangsakansdilakukan di tahunsyangsberkenaans (Permendagri No. 

113stahun 2014). 

Pelaksanaan Tim Pelaksana Desa (Pemerintah Desa) bertugas 

melaksanakan seluruh aspek pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh 

Alokasi Dana Desa (ADD). Setiap pelaksanaan kegiatan fisik Alokasi 

Dana Desa (ADD) wajib menyertakan papan informasi kegiatan yang 

dipasang di lokasi kegiatan untuk mendorong transparansi dan 

memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat. Muatan tersebut 

pada dasarnya memuat nama gerakan, volume aksi, 18 rencana 

keuangan yang dirangkum dari Penunjukan Aset Kota (ADD) serta 

pengembangan diri daerah setempat, dan jam pelaksanaan latihan 

sebagaimana ditetapkan dalam Musyawarah Penataan dan Kemajuan 

Kota (Musrenbangdes) (Diansari, 2015). 

Pertanggungjawaban Kepala Desa wajib menyampaikan laporan dalam 

rangka melaksanakan tanggung jawab, wewenang, hak, dan tanggung 

jawabnya dalam mengelola keuangan desa. Laporan tersebut ada yang 

dikirim ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan ada yang dikirim 

ke Bupati/Walikota, yang sifatnya tahunan dan semesteran. 
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3. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Kinerjasmerupakan Kualitas dan kuantitas pekerjaan dapat dicapai 

oleh seorang pegawai dengan melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung 

jawab yang dibebankan. Kinerja seorang karyawan sebagai seorang 

karyawan diukur terhadap serangkaian standar khusus pekerjaan tertentu. 

(Hardiyanti Kamaruddin, D., Haeruddin, M. A., Iryansyah, M. R., 

Mubarak, A., Pekei, M., Mardjuni, S., ... & Said, M. (2021) . Tingkat 

pencapaian suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah dikenal dengan 

kinerja keuangan daerah. Diukur dengan menggunakan indikator keuangan 

yang telah ditetapkan melalui kebijakan sebelumnya dengan maksud untuk 

menentukan kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya. 

Dalam kerangka APBD yang dimaksud dengan “keuangan daerah” adalah 

semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan 

dikelola oleh pemerintah daerah. Termasuk segala bentuk kekayaan yang 

berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah (Bab 1 Pasal 1 Ayat 5 

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005). Pemerintah daerah sepenuhnya 

bertanggung jawab baik keuangan daerah secara keseluruhan maupun 

pengelolaan APBD pada khususnya. Kuswandi (2016) mendefinisikan 

keuangan daerah sebagai “semua hak dan kewajiban daerah yang dapat 

dinilai dengan uang” dan “segala sesuatu baik berupa uang maupun barang 

yang dapat dimiliki oleh daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan hak 

dan kewajiban tersebut”. Hak dan kewajiban ini dapat dinilai dengan uang. 
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Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Pengelolaan keuangan daerah 

dilakukan dalam satu sistem yang terintegrasi dan dituangkan dalam 

SAPBD yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. Pasal 4 

Tahun 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan 

bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan 

bertanggung jawab dengan memperhatikan prinsip keadilan, kepatuhan, 

dan manfaat bagi masyarakat. 

Menurut Syamsi (1986) dalam Giftovel Rondonuwu (2016), kinerja 

keuanganspemerintahsdaerah adalahskemampuan suatu daerah untuk 

menggali dansmengelolassumber-sumber keuangan asli daerah dalam 

memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintah, 

pelayanan kepadasmasyarakat danspembangunan daerah dengan tidak 

tergantungssepenuhnya kepadaspemerintah pusat dansmempunyai 

keleluasan di dalam menggunakansdana-dana untuk kepentingan 

masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan 

perundang-undangan. 

Tingkat pencapaian suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang 

meliputi pendapatan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem 

keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan 

perundang-undangan selama satu periode anggaran disebut kinerja 

keuangan pemerintah daerah menurut Sari. (2016). Rasio kemandirian, 

ekonomi, efektivitas, dan efisiensi dapat digunakan untuk mengevaluasi 
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kinerja keuangan pemerintah daerah menurut Masdiantini dan Erawati 

(2016). Kemandirian pemerintah daerah menunjukkan kapasitas mereka 

untuk membiayai operasi pemerintah mereka sendiri dengan pendapatan 

daerah. Jumlah uang yang dihemat oleh pemerintah daerah dapat dilihat 

dalam perekonomian. Tingkat pendapatan yang dapat dihasilkan oleh 

pemerintah daerah diukur dari efektivitasnya. Efisiensi menunjukkan 

berapa banyak biaya untuk menghasilkan pendapatan. Analisis rasio 

keuangan adalah salah satu metode yang paling umum untuk menganalisis 

laporan keuangan.sAnalisissRasiosKeuangansadalah suatu ukuran 

untuksmengidentifikasisciri-ciri keuangan berdasarkanslaporanskeuangan 

yangstersedia. 

4. Analisis sRasiosKeuangan Daerah 

Analisis rasio adalah salah satu penelitian terhadap peristiwa 

ataunkejadian dengan menggunakanspertimbangansantara dua aspeksatau 

lebih yangshasilnyasdijelaskan melalui angaka. Untuk mengidentifikasi 

tren, analisis rasio keuangan APBD membandingkan hasil satu periode 

dengan periode sebelumnya. Selain itu, Anda bisa dilakukansdengan 

carasmembandingkan dengan rasio moneter dimilikissuatuspemerintah 

daerah tertentusdengan rasio keuangan daerah terdekat lainnya 

ataupunsyangspotensi daerahnyasrelatifssama untuk dilihat bagaimana 

posisi rasioskeuangan pemerintahsdaerah tersebut terhadapspemerintahs 

daerahslainnya. 
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Analisis rasio keuanganssendiri adalah perbandingan dua angka atau 

lebih yang informasinya berasal dari laporan keuangan. Menurut Mahmudi 

(2016), tren kinerja dapat disimpulkan dari analisis rasio keuangan. 

Adapunsbeberapascarasuntuk mengatur Pemanfaatan rasio kinerja 

keuangan daerah merupakan salah satu strategi pengelolaan kinerja 

keuangan. beberapa rasio yang dapat digunakan yaitu : 

1. RasiofProfitabilitasfmerupakanfkemampuan suatu usaha dalam 

menghasilkanflaba dalamfsatu periode tertentuf (1 tahun) dengan 

menggunakan rasiofkemampuan dasar. fDalamfmengukurftingkat 

profitabilitasfBadanfUsahafMilik Desa, fsalah satu yangfdapat 

digunakan ialahfpengukuran rasiosROE(Return On Equity). fRasio ini 

menunjukansberapa persenfperolehan laba bersih bila diukur dari 

modalspemilik. fSemakin besar semakinfbaik. Rumusfdalam 

menentukan RasiofPengembalian AtasfModals (Return On Equity) 

dapatsdilihatsdisbawahsini:  

Return On Equity = 
Laba Bersih

Modal
 X 100% 

Sebagai pedoman dalam melihat efektivitas keuangan daerah dapat di 

lihat pada table: 

Tabel 1.1 

Penilaian Efektivitas 

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 Sangat Baik 25.16% 

2 Baik 10.80% 

3 Kurang Baik 9.6% 

4 Tidak Baik < 9% 

    Lukviarman (2016:36) 
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2. Rasio Likuiditas 

Rasioflikuiditasfadalahfrasiofyangfmenunjukkanfkemampuan 

BUMDES dalamfmenutupifkewajiban jangkafpendeknya. Dengan 

menganalisisfrasioftersebut, pemilikfusaha dapat dengan mudah 

melihat atau menilaivkemampuan manajemen dalamsmengelolah 

dana/anggaranfyangftelahfdipercayakan.Rasio yangfdigunakanfpeneliti 

dalamfmengukurflikuiditasfBUMDES yaitufCurrent Ratio. Current 

Rasiofadalahfrasio yangfmenunjukkanfkemampuan BUMDESfdalam 

memenuhiskewajibansjangkaspendek tanpa menghadapiskesulitan. 

Berikutsrumus yangsdigunakansdalam mengukur rasioslancars 

(Current Ratio): 

Current Ratio 
Aktiva Lancar

Hutang Lancar
 x 100% 

Sebagai pedoman dalam melihat kemandirian keuangan daerah 

dapat di lihat pada table: 

Table 1.3  

Penilaian Kemandirian 

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 Sangat Baik 175% - 200% 

2 Baik 150% - 174% 

3 Kurang Baik 101% - 149% 

4 Tidak Baik < 100% 

Harahap (2010:201) 

3. RasiosSolvabilitas 

Solvabilitasfmerupakanfrasiofyangfdigunakanfuntukfmengukur 

kemampuanfsebuahfusahafuntukfmembayarfseluruhfkewajibannya, 

baikfjangkafpendekfmaupunfjangkafpanjang apabilafusaha tersebut 
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dilikuiditas ataufdibubarkan. Rasio solvabilitas yangfdigunakansdalam 

penelitiansinisyaitusDebtstosEquity Ratio. Debt to Equity Ratio 

merupakanfrasio yangfdigunakan untukfmenilai utang danfekuitas.  

Rasiofinifdiukur denganfcarafmembandingkan antarafseluruh 

utang, termasukfutang lancarfdengan seluruhfekuitas. Berikut rumus 

untuk mengukur Debt to Equity Ratio : 

DER = 
𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙
 x 100% 

Sebagai pedoman dalam melihat efesiensi keuangan daerah dapat 

di lihat pada table: 

Tabel 1.2 

Penilaian Efisieansi 

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 Sangat Baik 31% - 40% 

2 Baik 21% - 30% 

3 Kurang Baik 11% - 20% 

4 Tidak Baik < 10% 

      Harahap (2010:201) 

 

5. BadansUsahasMiliksDesas (BUMDes) 

DefinisiaBUMDes menurutaUndang-UndangfNo. f6ftahunf2014 

tentangfDesafpasalf1 Bisnis yang Dimiliki keenam Desa, 

fyangfselanjutnya disebutfBUMDes, merupakan usaha yangfseluruh 

/sebagianfbesar asset yang berasal olehfDesafmelalui penyertaanfsecara 

langsung yang berasal dari kekayaanfDesa yang dipisahkanfguna 

mengelolafaset, jasa pelayanan, fdan usaha lainnya untukfsebesarf 

besarnyafkesejahteraan  masyarakatfDesa. 
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Menurut Rifa'i et al., salah satu definisi BUMDes adalah 2006) Badan 

Usaha Milik Daerah merupakanflembaga kelurahan/desa yang 

didirikanfmelaluifketetapan aturan yang ditetapkan merupakanflembaga 

keuanganfyangfberbasisfkepadafkegiatanfsosialfdenganfciricirinyafsebaga

iflembaga keuanganftersebut yangfdikelola denganfprinsipfkebersamaan 

dan dikelolafdenganfmenggunakan prinsipfkeuangan resmi. Pendirian 

BUMDes dibahas pada Bab II Pasal 2 Permendes No 4 Tahun 2015 

yangfmenyatakanfbahwafpendirian BUMDes dimaksudkan untuk 

Menampungfupaya seluruh kegiatanfdibidangfekonomi dan/atau 

pelayananvumum dikelola oleh Desa atau melalui kerjasama antar Desa. 

BUMDesa wajib memelihara catatan tertulis atau pembukuan. 

secarassistimatissdaristransaksi yangfterjadi setiapshari. sPencatatan 

transaksi itu umumnyafmenggunakan sistem akuntansi, dan tujuan 

akuntansi adalah adalahsuntuk menyajikanfinformasifkeuanganfkepada 

pihakfinternalfdan eksternalfdanfsebagai dasarfmembuatfkeputusan. Pihak 

internalfBUMDesa adalahspengelolaa danfdewanfkomisaris, sedangkan 

pihakfeksternal adalah bank, komunitas yang menawarkan penyertaan 

modal, pemerintah kabupaten, dan petugas pajak. Secarasumumstujuans 

dilakukannyaspembukuansadalah: 

a) Untukfmengetahuifperkembangan perusahaan darifwaktu ke waktu, 

baikfperkembanganfomzet penjualan, laba/rugi maupunfstruktur 

fpermodalan. 
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b) Untuk mengetahuifkemungkinanfkerugianfsejak dini, sehinggafgulung 

tikarfbisafdihindari. 

c) Untuk mengetahui keadaan terkini dari penyediaan barang dan jasa 

sehingga dapat digunakan untukfmenyusun strategi manajemen 

persediaan. Padafunit usaha dagang yang disebutfpersediaan adalah 

barang dagangan, padasunitsusahasindustri adalahfpersediaanfbahan 

mentah, barang dalam proses, smaupunsbarangsjadi, fsedangkan pada 

unit simpanfpinjam adalahfpersediaan uang. 

d) Untukfmengetahui sumber danfpenggunaan dana BUMDesa, sehingga 

bisafmengevaluasi kinerja keuangan BUMDesa sepertiflikuiditas, 

solvabilitas maupunfrentabilitasfperusahaan. 

Hartafdalam pengertianfakuntansi adalahfsemuafbarang danfhak 

milik perusahaan (BUMDes) fdan sumberfekonomi lainnya. fHarta 

BUMDesafdapatfdibedakanfmenjadi 3 yaitu:  

1. HartafLancarfHarta lancar atau umumnya disebut aktivaflancar adalah 

uangfkas/didalam tempat menabung atau asset lain 

dapatfsegerafdicairkan digunakan aset, yangftermasuk didalam 

kelompok Kas, piutang, pendapatan yang akan diterima, dan biaya 

dibayar di muka adalah contohnya., fpersediaan, fperlengkapan. 

2. HartafTetapfUmumnyafdisebutfsebagaifaktivaftetap adalah semua 

harta yang dimiliki BUMDes untukfmenjalankanfusahanya, misalnya 

BUMDesfmembeli tanah danfmembangunfgedung untukfmemulai 

usahanya. Untuk barang-barang yangfmengalamifkeausanfbiasanya 
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dibuat biayafpenyusutan, tujuannya agar untukfmemperoleh Badan 

usaha (BUMDes) sudah punya cukup uang.. fBesarnya 

penyusutanfditetapkanfberdasarkanfperkiraanfusia gigi yang dimiliki 

(5-10 tahun)danfperkiraan ataufestimasi tingkatfkenaikan harga pada 

masafmendatang. 

3. HartafTidakfBerwujud Adalah harta yang dimilikifperusahaan 

(BUMDes) tetapi tidakfnampak, hartafini merupakan hakfistimewa 

atau sesuatu yangfmenguntungkan dari bisnis yangfdijalankan. 

Misalnya, BUMDesfmampu menghasilkanfjenis makananfsehat yang 

tahanflama untukfsemua usia. Makafproduk itufdimintakan hak paten 

agarfmemperolehfperlindunganfdarifpemerintah.  

KlasifikasisJenissusaha BUMDesfdiatur dalam pasal 19fpermendesa 

No 4 Tahun 2015. BUM Desa dapatfmenjalankan usaha sosial semata 

yangfmemberikanfpelayananfumum(serving) kepada masyarakat dengan 

memperolehfkeuntunganffinansial. Unit usahafdalam BUMDesa sebagai 

manafdimaksud dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi 

tepatfguna, meliputi : 

a) Airfminum kelurahan; 

b) Perusahaan listrik di desa;Lumbungfpangan; dan 

c) Sumber daya dan teknologi yang bersifat lokal. 

DalamfPermendesa Nomor 4 Tahun 2015 pasal 21 disebutkan bahwa 

BUM Desafdapat dijalankan usahafperantara (oleh brokering)di  

memberikansjasaspelayananskepadaswarga, unit usaha dalam 
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BUMDes sebagaimanasyangsdimaksud dapatfmenjalankan 

usahafperantara meliputi: 

a) Jasafpembayaranflistrik 

b) Pasar Desa untuk memasarkanfproduk yangfdihasilkan masyarakat; 

dan 

c) Jasafpelayanan lainnya. 

Modal awal BUMDesfbersumber darifAPB Desa, yangfpadafModal 

BUMDes terdiri atasfPenyertaan modalvDesa danfPenyertaan Modal 

MasyarakatfDesa.  

Penyertaan modal Desafdijelaskan pada pasal 18fsebagaimana 

dimaksudfterdiri atas: 

a) Hibahfdarifpihakfswasta, flembagafsosialfekonomifkemasyarakatan 

dan/atauflembagafdonor yangfdisalurkanfmelaluifmekanismefAPB 

Desa. 

b) BantuanfPemerintah, Pemerintah, pemerintah provinsi, dan 

DaerahsKabupaten/Kota yangfdisalurkan melaluifmekanismefAPB 

Desa; 

c) Kerjasamafusaha darifpihak swasta, flembagafsosialfekonomi 

kemasyarakatanfdan/atau lembaga donorfyangfdipastikanfsebagai 

kekayaanfkolektif Desa danfdisalurkan melaluifmekanismefAPB 

Desa; 

d) Aset Desa yangfdiserahkanfkepadafAPB Desa sesuaifdengan 

ketentuanfperaturanfperundang-undangan ftentang Aset Desa. 
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SedangkanfpenyertaanfmodalfmasyarakatfDesafsebagaimana 

dimaksudfdalam Pasalf17 padafPerda KabupatenfGresikfberasal dari 

tabunganfmasyarakat dan ataufsimpanan masyarakat. fTerdapat prinsip-

prinsip dalamfmengelola BUMDesa yaitu : 

1) Koperasi: agar BUMDes tumbuh dan bertahan, setiap komponen harus 

dapat bekerja sama dengan baik.Partisipatif, Semuaskomponen yang 

terlibat didalamsBUMDessharus bersedia secarafsukarela atau diminta 

memberikanfdukunganfdan kontribusi yangfdapat mendorongfkemajuan 

usaha BUMDes. 

2) Emansipatif, fsemua komponen yangfterlibat difdalam BUMDes 

harusfdiperlakukan sama tanpafmemandangfgolongan, fsuku, dan 

agama. 

3) Transparan, Aktivitas yang berpengaruhfterhadapfkepentingan 

masyarakat umum harus dapatfdiketahui olehfsegenapflapisan 

masyarakatfdenganfmudah danfterbuka. 

4) Akuntabel, fSeluruhfkegiatan usahafharus dapatfdipertanggung 

jawabkanfsecara teknisfmaupunfadministratif. 

5) Suistanabel,fKegiatanfusahafharusfdapatfdikembangkanfdan 

dilestarikanfolehfmasyarakatfdalamfwadah BUMDes. 

Pengelolaan BUMDESfsepenuhnya dilaksanakan olehfmasyarakat 

desa, yaitu dari desa, foleh desa, danfuntuk desa. fTerkaitfpengelolaan 

Bumdes, telahftercantumfdengan jelas danfsecara detail dalam permendesa 

No. 4 Tahun 2015. Strategifpengelolaan BUMDesfbersifatfbertahap 
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denganfmempertimbangkanfperkembanganfdari inovasi yangfdilakukan 

oleh BUM Desa, fmeliputi: 

a) sosialisasifdanfpembelajaranftentangfBUMDes; 

b) pelaksanaanfMusyawarah Desafdengan pokokfbahasanftentang 

BUMDes 

c) pendirian BUMDesfyangsmenjalankansbisnis sosial (social business) 

dan bisnisfpenyewaanf (renting) 

d) Analisisfkelayakanfusaha BUMDes yangfberorientasi padafusaha 

perantaraf (brokering), fusahafbersamaf (holding), fbisnisfsosialf 

(social business), fbisnis keuanganf (financial business) fdan 

perdagangan (trading), fbisnis penyewaan (renting). fmencakup 

aspek teknis danfteknologi, faspek manajemenfdanfsumberdaya 

manusia, faspek keuangan, faspek sosial budaya, fekonomi, fpolitik, 

lingkunganfusaha danflingkungan hidup, faspekfbadan hukum, dan 

aspekfperencanaanfusaha;  

e) pengembanganfkerjasamafkemitraanfstrategisfdalamfbentukfkerjasaf

BUMDes antarfDesa ataufkerjasama denganfpihak swasta, 

organisasifsosialekonomifkemasyarakatan, dan/atauflembagafdonor;  

f) diversifikasifusahafdalamfbentuk BUMDes yangfberorientasifpada 

bisnisfkeuangan (financial business) fdanfusahafbersamf (holding). 

KarakteristikfBUMDes adalah sebagai berikut:  

1. Berbentuk badan hukum  
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2. Berusahafdifbidangfperekonomian (jasa, manufaktur, dan 

perdagangan)  

3. Modalfterdiri dari penyertaanfPemdes danfpenyertaan 

4. Masyarakatfdenganfperbandingan 51% dan 49%  

5. Menjadifpusat kegiatanfekonomi masyarakat desa  

6. Menjadi salahfsatufsumberfpendapatanfdesa  

7. Memberikanflayananfpadafmasyarakat 

PendiriansBadan Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah 

menampung seluruh kegiatan perekonomian dan pelayanan umum yang 

dikelola oleh desa dan bekerjasama dengan desa lain. Artikel tentang Dif 

dalam 3 permendesafPDTTfNomor 4sTahun 2015sBUMDes didirikan 

dengan tujuan: 

1. Meningkatkanfperekonomianfdesa 

2. Mengoptimalkan asetfdesa agar bermanfaat untukfkesejahteraan 

desa  

3. Meningkatkan usahafmasyarakat dalamfmengelola potensifekonomi 

desa  

4. Mengembangkanfrencana kerja samafusaha antar desa ataufdengan 

pihak ketiga kelima Menggunakan jaringan pasar untuk 

menciptakan peluang yang memenuhi kebutuhan layanan dasar 

warga negara 

5. Membukaflapangan kerjafdanfpemerataanfeknomi  
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6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayananfumum, 

fpertumbuhan desa  

7. Meningkatkanfpendapatanfmasyarakat desa danfpendapatan asli 

desa  

EmpatftujuanfutamafpendirianfBUMDes adalah:  

1. Meningkatkansperekonomiansdesa  

2. Meningkatkanspendapatansaslisdesa 

3. Meningkatkanspengelolaan potensifdesa sesuaifdenganfkebutuhan 

masyarakat  

4. Menjadiftulang punggungfpertumbuhan danfpemerataanfekonomi 

pedesaan (Siagian 2021). 

B. Penelitian Terdahulu 

Table 1.4 

No Nama/Tahun Judul Metode Hasil Penelitian 

  1 Monalisa, 

Ibrahim tahun 

2020 

Pengaruh 

Manajemen 

Badan Usaha 

Milik Desa 

Terhadap 

Peningkatan 

Partisipasi 

Masyarakat Di 

Desa Bila 

Riase 

Kecamatan 

Pitu Riase 

Kabupaten 

Sidenreng 

Rappang. 

Deskriftif 

Kuantitatif 

Nilai t hitung t tabel 

penelitian ini atau 

9,436 1683 

menunjukkan 

bahwa pengaruh 

pengelolaan 

BUMDES 

tergolong 

“berpengaruh” 

dengan nilai sebesar 

62,12%. Partisipasi 

(67%) dan sumber 

daya manusia 

(64%) merupakan 

faktor yang 

berpengaruh 
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terhadap 

pengelolaan 

BUMDes, dengan 

hasil kumulatif 

sebesar 65,5 persen 

atau dikategorikan 

“berpengaruh”. 

Dengan perolehan 

sebesar 50,02%, 

pengelolaan 

BUMDes di Desa 

Bila Riase 

Kecamatan Pitu 

Riase Kabupaten 

Sidenreng Rappang 

dikategorikan 

kurang berpengaruh 

terhadap 

peningkatan 

partisipasi 

masyarakat. 

 2 Inten,Kinasih 

tahun 2020 

Badan Usaha 

Milik Desa 

(BUMDes) 

dalam 

memperkuat 

ekonomi 

masyarakat. 

Deskriftif 

Kualitatif, 

dengan 

menggunakan 

data primer dan 

sekunder 

Menurut temuan 

penelitian ini, upaya 

BUMDes “Mekar 

Sari” terlihat jelas 

dalam pertumbuhan 

dan pembangunan 

ekonomi, yang 

dibuktikan dengan 

Rp. Rp. Pendapatan 

Asli Desa (PAD) 

Desa Morosari Tahun 

2017 sebesar 

9.264.000,00 atau 

lebih kurang 0,064% 

dari PAD Desa 

Morosari apabila 

persentasenya 

menerima 

keuntungan. 

Meskipun persentase 

ini masih belum 

mencukupi 

dibandingkan 

Pendapatan Asli Desa 
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lainnya, namun cukup 

besar. Desa Morosari 

kini sudah mandiri 

dan tidak selalu 

mengandalkan Dana 

Desa (DD) atau 

Alokasi Dana Desa 

(ADD), padahal 

kontribusi BUMDes 

“Mekar Sari” tidak 

berdampak signifikan 

terhadap Pendapatan 

Asli Desa. 

3 Rofidah,Naily 

tahun 2019 

Analisis Badan 

Usaha Milik 

Desa 

(BUMDes) 

Gondowangi 

Dalam 

Pengelolaan 

Keuangan 

Kecamatan 

Wagir 

Kabupaten 

Malang 

kualitatif 

dengan 

pendekatan 

studi kasus 

Temuan penelitian 

dapat digunakan 

untuk menarik 

kesimpulan bahwa 

pengelolaan 

keuangan BUMDes 

Gondowangi masih 

lugas. 

4 Siagian,Ade 

Onny.  Tahun 

2021 

Analisis 

Pertumbuhan 

Usaha Milik 

Desa Harapan 

Oesena 

(Bumdes) di 

Desa Oesena 

Kecamatan 

Amarasi 

Kabupaten 

Kupang. 

Penelitian kasus 

dengan 

menggunakan 

pendekatan 

yuridis normatif 

dengan peraturan 

perundang-

undangan dan 

pendekatan 

deskriptif 

kualitatif 

Dampak lanjutan dari 

penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

perkembangan 

BUMDes di Kota 

Oesena masih belum 

stabil 

5 Sari, Betha 

Rahma tahun 

(2020 

 kasus dengan 

menggunakan 

pendekatan 

yuridis normatif 

dengan peraturan 

perundang-

undangan dan 

pendekatan 

deskriptif 

kualitatif 

Konsekuensi dari 

tinjauan tersebut 

adalah bahwa strategi 

yang ditegaskan dari 

Peraturan Nomor 6 

Tahun 2014 tentang 

Kota jelas 

mempengaruhi 

kelangsungan hidup 

pemerintahan. 
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C. Kerangka Pikir 

Berdasarkanf padafkerangka teori danflandasan penelitian, fdapat 

digambarkanfpadafkonsepfpenelitianfsebagai berikut : 

Gambar 2.1sKerangkasPikir 

ffffff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Hipotesis  

Perumusanfhipotesis merupakan langkahfketiga dalamfpenelitian setelah 

mengemukakanfkerangkafberpikir danflandasan teori. Hipotesis merupakan 

jawabanfsementara darifpermasalahan yang akan difteliti. Hipotesisfdisusun 

dan diuji untuk menunjukkan benarfatau salah denganfcara terbebas darifnilai 

danfpendapat peneliti yangfmenyusun danfmengujinya.  

Kesimpulan  

Kantor Desa 

Bajiminasa 

Pengelolaan Kinerja 

KeuanganfBadanfUsaha 

Milik Desa (BUMDes) 

Rasio Profitabilitas Rasio Solvabilitas fRasio Likuiditas 

Analisis pengelolaan kinerja 

keuangan  dengan Rasio Keuangan 
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H1 : Diduga efektifitas PengelolaanfKinerjafKeuangan BadanfUsahafMilik 

Desa (BUMDes) difDesa BajiminasafKecamatan Rilau Ale Kabupaten 

Bulukumba sudah baik. 

H2 : Diduga kemandirian PengelolaanfKinerjafKeuangan Badan Usaha Milik 

Desaf (BUMDes) difDesa BajiminasafKecamatan Rilau Ale Kabupaten 

Bulukumba sudah baik. 

H3 : Diduga efisiensi Pengelolaan Kinerja KeuanganfBadan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) fdi Desa BajiminasafKecamatan Rilau Ale Kabupaten 

Bulukumbassudahsbaik. 
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BAB III 

METODEfPENELITIAN 

 

A. LokasifdanfWaktufPenelitian 

Lokasifpenelitianfdilakukan di KantorfDesa Bajiminasa, kecamatan Rilau 

Ale, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Adapun waktufpenelitianfini 

terhitungfsejakfawalfpelaksanaan seminarfdinyatakanflulus dan telahmendapat 

rekomendasi penelitian darifdekan fakultasfEkonomifdan BisnisfUniversitas 

BosowafMakassar. 

B. Populasi dan Sam ̀ pel  

1) Populasi 

Sugiyono (2016 : 80) fmengemukakanfbahwa “ Populasi adalahfwilayah 

generalisasifyang terdiri atas obyek ataufsubyek yangfmempunyaifkualitas 

danfkarakteristikftertentu yangfditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudianfditarik kesimpulannya." Berdasarkanfsimpulan difatas bisa 

disimpulkan bahwafpopulasi adalahfobjekfatau subjek yang memiliki 

karakteristikftertentu yang ditetapkan untukfditeliti dan dipelajari untuk 

kemudian disimpulkan. Populasi yangfdigunakan dalamfpenelitian ini 

yaitu laporan keuangan pada kantor Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau 

Ale Kabupaten Bulukumba 2020-2022. 

2) Sampel  

Menurut Sugiyono (2016 : 81) “Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakyeristik fyangf dimiliki olehfpopulasi yang fdigunakan untuk 

penelitian.” Pengukuranfsampel merupakan suatu Langkah untuk 
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menentukan besarnyafsampel yang diambil dalamfmelaksanakan 

penelitianfsuatu objek. Bila populasi besar, peneliti tidakfmungkin 

mengambil semua missal karenafterbatasnya dana, ftenaga, dan waktu, 

maka peneliti dapatfmenggunakanssampelsyangsdiambilsdarispopulasi itu. 

Berdasarkan defenisi, bahwafsampelfadalahfSebagian dari jumlahfdan 

karakteristikfyang dimiliki olehfpopulasi. Sampel yang akanfdiambil 

dalam penelitianfini adalah laporanfkeuanganfpada Kantor Desa 

Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba 2020-2022. 

C. Instrument Penelitian 

S Insrumen penelitian menurut Arikunto (2019) adalah alat bantu yang 

dipergunakansolehspenelitisdalamsmengumpulkan data. Disamping itu, adanya 

instrumen penelitian jugafakan membantu pengerjaanfpenelitian lebih 

sistematis dan data yangfdidapatkanfpun lebih mudah untuk diolah. Adapun 

instrument yang dilakukanfdalam penelitian ini adalah dokumentasifuntuk 

mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, 

transkip, buku, fsuratfkabar, agenda danfsebagainya. 

D. JenisfdanfSumberfData 

1. Jenis Data 

Jenis data yangfakanfdigunakan dalamfpenulisan proposal skripsi ini 

adalah, data kuantitatif. fMetode penelitianfkuantitatiffmerupakan salah 

satufjenisfpenelitianyangsspesifikasinyasadalahssistematis, fterencana dan 

terstruktur dengan jelas, fsejak awal hingga pembuatan deesain 

penelitiannya. sMetodespenelitianskuantitatifsdikemukakan oleh Sugiyono 
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(2018 : 13) data kunatitatif merupakan metode penelitian yang 

berlandaskanfpositivistic (datafkonkrit), data penelitianfmerupakansangka-

angka yang akan diukur menggunakan statistic sebagai alat uji 

penghitungan,berkaitan dengan masalah yangfditelitifuntukfmenghasilkan 

suatufkesimpulan. 

2. Sumber Data 

Sumber datafadalah segala sesuatu yangfdapatfmemberikanfinformasi 

mengenaispenelitian terkait data yangsdigunakan dalamspenelitian ini, 

yaitu : 

a) Data primer 

Menurut Sugiyono (2018 : 456) fDatafprimerfyaitu sumberfdata yang 

langsungfmemberikan data kepada pengumpul data. Datafdikumpul 

sendiri olehfpenelitiflangsung darifsumber pertama atau tempatfobjek 

penelitianfdilakukan. 

b) Data Sekunder 

Menurut Sugiyono (2018 : 456) Datafsekunderfyaitufsumber data 

yangftidak langsungfmemberikan data kepada pengumpul data, 

misalnyaflewat orangflain atauflewatfdokumen. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2017 : 194) carafataufteknikfpengumpulan datafdapat 

dilakukanfdenganfinterview (wawancara), fkuesioner (angket), fobservasi 

(pengamatan), danfgabungan ketiganya. Dalamfmelakukanfpenelitian ini 

penulisfmelakukan tehnikfpengumpulan datafsebagaifberikut : 
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1. Wawancara, menurut Kriyantono (2018) adalahfpercakapanfantarafperiset, 

yaitufseseorangfyangfberharap mendapatkanfinformasi, fdanfinforman, 

yaitu seseorangfyangfdiasumsikan mempunyaifinformasi pentingftentang 

suatufobjek. 

2. Kuesioner, menurutfSugiyono (2019:199) merupakan teknikfpengumpulan 

datafyang dilakukan denganfcarafmemberifseperangkat pertanyaanfatau 

pernyataanftertulis kepadafrespondenfuntukfdijawabnya. 

3. Observasi, Nasution (dalam Sugiyono. 2020 : 106) mengemukakanfbahwa, 

observasifadalahfdasar semuafilmu pengetahuan. Parafilmuwan hanya 

dapat bekerja berdasarkan data, yaituffakta mengenaifduniafkenyataan 

yang diperoleh melaluifobservasi yangfdikumpulkan denganfbantuan 

berbagai alatfyang sangat canggih. 

F. MetodesAnalisis  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, fpenelitifmencari 

fakta danfmengumpulkanfdata-data untukfmenganalisis secara benar dan tepat, 

sehinggafmampu memberikan keteranganfyang lengkapfterhadapfmasalah 

yang dihadapi. fAdapunftahapan-tahapan teknikfanalisis datafsebagai berikut :  

1) Mengumpulka datasyangsberkaitansdenganspengelolaanskinerjaskeuangan 

badansusahasmiliksdesa(BUMDes) di Desa Bajiminasa tahun 2020-2022. 

2) Menghitung rasio keuangan Kantor Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale 

 

 Return On Equity = 
Laba Bersih

Modal
 X 100% 

 Current Ratio 
Aktiva Lancar

Hutang Lancar
 x 100% 
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 DER = 
𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙
 x 100% 

3) Menganalisis dan membahas pengelolaan Kinerja keuangan Kantor Desa 

Bajiminasa Kecamatan Rilau Alefdenganfindikator yangfsesuaifdengan 

teori. 

4) Menarikfkesimpulan. 

 

G. Defenisi Operasional 

Definisi operasional penelitian yaitu sebuah definisifberdasarkan pada 

karakteristik yang dapatfdiobservasi dari  yang didefinisikan ataufmengubah 

konsep denganfkata-kata yang menguraikan perilakufyang dapatfdiamati dan 

dapatfdiuji sertafditentukanfkebenarannyafolehfseseorang. 

1) Pengelolaan keuangan adalah upayasyangsdilakukansperusahaansdalam 

meranvang kegiatans  yangs berkaitan sdengans penyimpanan serta 

pengendaliansdan dansaset. 

2) Kinerja keuangan adalah tingkatfpencapaiansdarissuatushasilskerjasdi 

bidang keuanganfdaerah denganfmenggunakan indikatorfkeuangan yang 

telah ditetapkan melalui suatufkebijakan sebelumnyafdengan tujuan untuk 

mengetahuiskemampuan suatufdaerah dalam mengelola keuangannya. 

3) Analisis rasio keuangan daerah adalah salah satufpenelitianfterhadap 

peristiwafatau kejadian denganfmenggunakanfpertimbangan antara dua 

aspek atau lebih yangfhasilnyafdijelaskanvmelaluifangka. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Garis Besar Kota BUMDES Bajiminasa, Kawasan Bir Rilau, Peraturan 

Bulukumba. 

1) Sejarah 

Desa Bajiminasa adalah perekeran dari desa bonto bangun pada tahun 

1987 sekaligus penunjukan kepala desa atas nama ANDI 

MALLOMBASSI AWAL MULA TERBENTUKNYA DESA 

BAJIMINASA mulai dari desa persiapan selama 2 Tahun yaitu dari Tahun 

1987 sampai 1989, setelah 2 tahun baru masuk status desa definitif. Desa 

Bajiminasa terdiri dari 3 dusun di antaranya Dusun Pandang-pandang 

dengan kepala dusun atas nama MANSUR HB, Dusun Batu Tompo 

dengan kepala susun atas nama M. BASRI, Dusun Palipungan dengan 

kepala dusun atas nama M. BAHAR ANDI MALLOMBASSI Kepala desa 

pertama di desa Bajiminasa menjabat kepala desa selama 1 priode. Setelah 

itu jabaran kepala desa di jabat oleh bapak AGUING BENNUASE S.PD 

selama 2 Periode. Pada tahun 2013 pemilihan kembali kepala desa dan 

dijabat oleh bapak H. JUFRI selama I Periode. Pada tahun 2020 kembali 

perilihan kepala desa dan yang terpilih adaiah bapak ANSHAR ARSYAD. 

Yang menjabat sampai sekarang atau periode 2020 Sampai 2026. Pada 

tahun 2017 diadakan pemekaran dusun dari 3 dusun menjadi 5 dusun yang 

diantaranya :  Dusun Sapepe, Dusun Batu Tompo, Dusun Bonto Baju, 

Dusun Palipungan, Dusun Pandang-pandang 
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2) Lokasi 

Desa Bajiminasa ini merupakan kota yang terdiri dari 5 vila, 

khususnya Dusun Bonto Baju, Dusun Batu Tompo, daerah Sapepe, daerah 

Pa’lipungan, & daerah Pandang-Pandang. Dari 5 Dusun ini masing- 

masing memiliki 2 RK dan setiap RK memiliki 2 RT. Ada beberapa 

perbatasan antara dusun diantaranya yaitu Dusun Batu Tompo berbatasan 

Dengan Dusun Sapepe, daerah Bonto Baju, daerah Pa'lipungan, & daerah 

Pandang-Pandang. Daerah Sapepe berbatasan dengan Dusun Batu Tompo 

dan Dusun Pandang-Pandang. Dusun Pandang-Pandang berbatasan dengan 

Dusun Batu Tompo dan Dusun Sapepe, Dusun Pa’lipungan berbatasan 

dengan Dusun Batu Tompo dan Dusun Bonto Baju. Dan yang terakhir 

adalah Dusun Bonto Baju berbatasan dengan Dusun Batu Tompo dan 

Dusun Pa’lipungan. Dari perbatasan dusun ini dapat kita lihat bahwa 

Dusun Batu Tompo merupakan dusun yang memiliki wilayah paling luas. 

3) Luas wilayah 

Desa Bajiminasa memiliki luas wilayah 955 km/2.  

4) Total penduduk 

Total penduduk Kota Bajiminasa adalah 1856 penduduk laki-laki dan 

2015 penduduk perempuan. Sedangkan jumlah keluarga yang ada di Desa 

Bajiminasa yaitu 1106 KK (Kartu Keluarga). 

5) Sumber Daya Alam 

Penduduk Desa Bajiminasa umumnyafmenggunakanfbahasafIndonesia 

sebagaifbahasafpengantar meskipunfbahasafdaerah. Dialek provinsifyang 
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digunakan daerah setempat adalah bahasa Bugis dan Konjo dengan bahasa 

Makassar, keduanya merupakan dialek pedoman dalam iklim 

kekeluargaan dan khususnya di daerah pedesaan. Rejim ini memiliki suhu 

tipikal mulai dari 23,82 °C - 27,68 °C .Suhu padafkisaranfini sangat wajar 

untuk budidayaftanamanfpangan danftanamanfperkebunan, sehingga 

karakterisasi lingkungan di RejimfBulukumbaftermasuk lingkungan yang 

lengket atau sedikit basah. Peraturan Bulukumba berada di wilayah timur, 

musimfgadu pada bulanfOktober hingga Musim Semi danfmusim 

rendengan pada bulan April hinggafSeptember. 

6) Pendapatan masyarakat 

Pendapatan masyarakat desa bajiminasa  ada di sektor formal dan 

sektor informal 

1. Visi dan Misi 

Penglihatan 

VISI yayasan BUMDes REZKI MULIA adalah : “Memahami bantuan 

pemerintah kepada masyarakat Kota Bajiminasa melalui peningkatan 

ikhtiar keuangan dan administrasi sosial, dengan peribahasa “MARI 

BERSAMA Kota Binaan” 

Misi 

1) Peningkatan organisasi moneter melalui dana investasi dan organisasi 

lanjutan dan organisasi daerah asli 

2) Peningkatan administrasi sosial melalui kerangka pensiun yang 

dikelola pemerintah untuk keluarga tidak mampu 
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3) Peningkatan kerangka fundamental provinsi yang menopang 

perekonomian negara 

4) Menumbuhkan organisasi partisipasi keuangan dengan pertemuan yang 

berbeda 

5) Mengawasi dukungan program yang masuk ke kota-kota melalui 

pencadangan bergilir, khususnya yang berkaitan dengan 

penanggulangan kemelaratan dan peningkatan bisnis keuangan 

pedesaan. 

 

1. STRUKTUR ORGANISASI  

Gambar 2. Struktur Organisasi 
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a. Daftar Sumber Daya Manusia dan Fungsi 

  Nama  Jabatan 

 ANSHAR ARSYAD  :Penasihat 

 SYAMSUDDIN :Pengawas 

 SULFIA,S.Pd.I :Ketua 

 ISHAQ ALHABIBULLAH :Sekretaris 

 ASHARUDDIN :Bendahara 

 

b. Kegiatan Usaha 

a) Simpan Pinjam  

Dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan para pelaku UMKM 

di Desa Bajiminasa dengan memberikan kemudahan akses ke 

layanan keuangan dengan memberikan pinjaman untuk 

meningkatkanskondisisekonomi mereka, dan mengajarismereka 

cara mengelolaspinjamansdansmenggunakannya dengan benar. 

b) Perdagangan  

Bisa memenuhi kebutuhan masyarakat desa dengan mempermudah 

akses memperoleh kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan para 

petani di desa Bajiminasai. 

c) Penyewaan Tenda Terowongan 

Peluang pengembangan jenis usaha penyewaan tenda terowongan 

dengan tujuan menawarkan bentuk bantuan publik ke daerah 

setempat dengan mendapatkan keuntungan finansial, namun 

potensi keuntungan umumnya dibatasi karena fakta bahwa 

kemampuan sosial mereka harus digarisbawahi. 
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B. Penyajian Data Hasil Penelitian 

Dalam memperkirakan presentasi moneter Town Claimed Endeavours 

Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba periode 2020-2022. 

Analis berpusat pada beberapa proporsi moneter Manfaat, Likuiditas, dan 

Dissolvabilitas. Berikut ini adalah pameran moneter dari Town Possessed 

Endeavours setelah menyelidiki ringkasan fiskal, artikulasi untung dan rugi, 

dan laporan akuntansi periode 2020-2022. 

1. Analisis Rasio Profitabilitas 

Benefit adalah kemampuanfsuatufusaha untukfmenghasilkan keuntungan 

dalam periodeftertentu (1 tahun) fdenganfmenggunakan proporsi kapasitas 

fundamental. Dalam memperkirakan tingkat keuntungan Usaha yang Diklaim 

Kota, para ilmuwan menggunakan estimasi proporsi ROE (Return On Value). 

Proporsi ini menunjukkan tingkat keuntungan bersih mana yang diperoleh bila 

diperkirakan dari modal pemilik. Semakin besar semakin baik. Persamaan 

untuk menentukan Untung dari Nilai harus terlihat di bawah ini: 

Nilai Pengembalian =   Laba Bersih      x 100 % 

                                                                 Modal 

Tahun 2020    =  Rp.37.805.000     x 100 % 

                                                Rp.106.169.000 

     =  35,61% 

  Tahun 2021    =  Rp.52.947.800      x100% 

        Rp.68.879.000 

=  76,87% 

        Tahun 2022    =  Rp.32.220.000       x100% 

     Rp.49.335.000 

=  65,31% 

Informasi di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 Town Claimed 

Endeavours memperoleh keuntunganfbersih sebesar Rp 37.805.000 danfmodal 

sebesar Rp 106.169.000, sehingga Profit from Value (ROE) sebesar 35,61%, 
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artinya setiap modal yang digunakan oleh Town Possessed Ventures dapat 

menghasilkanflabafbersih manfaat sebesar 35,61%. Pada tahun 2021 

keuntunganfbersih yangfdiperoleh Town Possessed Endeavours adalah sebesar 

Rp. 52.947.800 dan modal Rp. 68.879.000 maka Profit from Value (ROE) 

adalah 76,87%, dan itu berarti di tahun 2021, modal apapun yang digunakan 

oleh Elemen Bisnis Town Possessed dapat menghasilkan keuntungan bersih 

sebesar 76,87%. Sedangkan pada tahun 2022, keuntunganfbersihfyang 

diperoleh Town Possessed Undertakings adalah sebesar Rp32.220.000 dan 

modal sebesar Rp49.335.000, sehingga Profit from Value (ROE) sebesar 

63,31%, dan hal tersebut dimaksudkan agar pada tahun 2022 setiap modal yang 

digunakan oleh Town Claimed Endeavour dapat menghasilkan manfaatfbersih 

sebesar 63,31%. Informasi terkait Return On Value (ROE) Town Claimed 

Endeavours terangkum dalam tabel berikut: 

Tabel 5. Return On Equity 

Tahun
 

Keuntungan 

(Rp) 

Aset 

(Rp) 

ROE  

(%) 

2020 Rp.37.805.000 Rp.106.169.000 35,61% 

2021 Rp.52.947.800 Rp.68.879.000 76,87% 

2022 RP.32.220.000 Rp.49.335.000 65,31% 

 Sumber informasi diolah (2023) 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Profit from Value of Town 

Claimed Endeavours telah meningkat dan semakin berkurang. 

2. Analisis  Proporsi Likuiditas 

Proporsi likuiditas merupakan proporsi yang menunjukkan kemampuan 

BUMDES untuk menutupi komitmen sementaranya. Dengan melihat 
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proporsi ini, pengusaha dapat dengan mudah melihat atau menilai 

kemampuan dewan untuk mengelola aset/rencana pengeluaran yang telah 

dianugerahkan. Proporsi yang terlibat oleh spesialis dalam memperkirakan 

likuiditas BUMDES adalah Proporsi Berkelanjutan. Proporsi Lancar adalah 

proporsi yang menunjukkan kemampuan BUMDES untuk melunasinya. 

Resep berikut digunakan untuk mengukur persentase yang sedang 

berlangsung: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dengan perhitungan di atas, tingkat proporsi berjalan pada tahun 2020 

sebesar 2965,81%,fsedangkan pada tahun 2021 menurunfmenjadi 329,60%. 

Karena adanya penurunan sumber daya sebesar Rp. 106.769.000 menjadi Rp. 

98.879.000 maka pada tahun 2022 Town Claimed Ventures (BUMDES) akan 

mengalami penurunan Current Proportion (Sumber Daya Saat Ini) sebesar 

255,85%. Pengurangan ini terjadi karena peningkatan sumber daya saat ini 

dari Rp 30.000.000 menjadi Rp 31.655.099. Informasi di atas, spesialis 

menyimpulkan dalam tabel di bawah ini: 

 

 

Proporsi saat ini  =   Sumber daya saat ini   

                                          Kewajiban lancar 

Tahun 2020   =  Rp.109.769.000 

                                          Rp. 3.600.000 

    =  2966,81 % 

Tahun 2021   =  Rp.98.879.000 

       Rp.30.000.000 

=  329,60% 

Tahun 2022   =  Rp.80.990.099 

    Rp.31.655.099 

=  255,85% 

  

 

 

x 100 % 

x 100 % 

x 100 % 

x 100 % 
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Tabel 6. Proporsi Saat Ini (Sumber Daya Saat Ini) 

Tahun Aktiva Daya Kewajiban Lancar Proporsi Lancar 

2020 Rp.109.769.000 Rp.3.600.000 2965,81% 

2021 Rp.98.879.000 Rp.30.000.000 329,60% 

2022 Rp.80.990.099 Rp.31.655.099 255,85% 

Sumber informasi diolah (2023) 

Dilihat dari tabel di atas terlihat bahwa proporsi berjalan (Current Proportion) 

Badan Usaha Milik Kota (BUMDES) padaftahun 2020 - 2022 adalah 

2965,81%, 329,60%fdan 455,85%. Informasi tersebut menunjukkanfbahwa 

dariftahun keftahun proporsi Badan Usaha Milik Kota (BUMDES) yang 

sedang berjalan berada dalam kondisi yang fluktuatif. 

3. Analisis Proporsi Kelarutan 

Semua dissolvabilitas adalah proporsisyangsdigunakan untuksmengukur 

kemampuan suatu bisnis untuk membayar komitmennya, baik saat ini 

maupun jangka panjang jika bisnis tersebut ditukar atau dihancurkan. 

Proporsi kelarutan yang digunakan dalam penelitian ini adalahsObligationsto 

ValuesProportion. ProporsisKewajiban Nilaiadalahsproporsi yang digunakan 

untuk mensurvei kewajiban dan nilai. Proporsi ini diperkirakan dengan 

melihat seluruhskewajiban,menggabungkanskewajiban lancar dengan semua 

nilai. Berikutnya adalah persamaansuntuk memperkirakan Proporsi 

Kewajiban terhadap Nilai:  
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Berdasarkan estimasi Proporsi Kewajiban terhadap Nilai, hasil 

pemeriksaan tahun 2020 menunjukkan bahwa besarnya kewajiban terhadap 

modal adalah sebesar 3,39%. Pada tahun 2021 menunjukkan besarnya 

kewajiban terhadap modal sebesar 43,55% dan pada tahun 2022 menunjukkan 

besarnya kewajiban terhadap modal sebesar 64,16%. Informasi terkait Proporsi 

Nilai Kewajiban Usaha Milik Kota (BUMDes) tahun 2020 - 2022 dirangkum 

oleh para analis dalam tabel berikut: 

Tabel 7. Debt to Equity Ratio (Utang terhadap Modal) 

Tahun Kewajiban Lancar Aset proporsi nilai 

2020 Rp.3.600.000 Rp.106.169.000 3,39% 

2021 Rp.30.000.000 Rp.68.879.000 43,55% 

2022 Rp.31.655.099 Rp.49.335.000 64,16% 

Sumber informasi diolah (2023) 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Proporsi Nilai Kewajiban Usaha 

Milik Kota (BUMDes) tahun 2020 - 2022 adalah sebesar3,39%, 43,55%, dan 

64,16%. Informasi tersebut menunjukkan bahwafdariftahun ke tahun derajat 

Kewajiban terhadap Proporsi Nilai yang diklaim oleh Badan Usaha Milik 

Proporsi terhadap nilai  =   Kewajiban lancar 
                                                           Aset 

Tahun 2020    =  Rp.3.600.000   

                                                Rp.106.169.000 

     =  3,39% 

Tahun 2021    =  Rp.30.000.000 

            Rp.68.879.000 

=  43,55% 

Tahun 2022    =  Rp.31.655.099 

         Rp.49.355.000 

=  64,16% 

  

 

 

x 100 % 

x 100 % 

x 100 % 

x 100 % 
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Daerah (BUMDes) berada dalamfkondisi yang tetap sejak mengalami 

perluasan. 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. AnalisissRasiosProfitabilitas 

Profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan atau menggambarkan 

kemampuansperusahaan untuk memperoleh keuntungansdalam kaitannya 

dengan pendapatan, total aset dan modal. Jenis rasio profitabilitas yang 

digunakan peneliti dalamsmenganalisis kinerja keuangansBadansUsaha 

MiliksDesa adalahsReturnsOnsEquitys (ROE) yang menunjukkan berapa 

persen laba bersih yang diperoleh jikasdiukursdarismodal dimanassemakin 

besarssemakin baik. 

Berdasarkan analisis rasio profitabilitas diperoleh rasiofpengembalian 

modalf (ReturnsOnsEquity) sBadansUsahasMiliksDesassebesar 59,26%. 

Secarafteoritis, Kasmir (2014) fmengemukakanfbahwa angkafROEfsuatu 

perusahaanfdapatfdikatakanfefektif/sehatfjikafmencapaifrata-ratafindustri 

sebesar 40%. Denganfdemikian dapatfdisimpulkanfbahwafberdasarkan 

rasiofReturn On Equity, kinerjafkeuangan BUMDes efektifkarena rata-rata 

rasiosReturnsOnsEquitysdisatas 40%. 

2. Analisis Proporsi Likuiditas 

Investigasi proporsi likuiditas adalah tanda kemampuan bisnis untuk 

membayar semua komitmen keuangan sementara pada pembangunan 

dengan menggunakan sumber daya saat ini yang belum dapat diakses. 

Sebuah bisnis dapat dikatakan lancar jika bisnis tersebut dapat membayar 
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semua komitmen keuangan sementaranya dan sebaliknya, bisnis tersebut 

tidak dapat dikatakan lancar dengan asumsi bisnis tersebut tidak dapat 

membayar semua keuangan sesaatnya. komitmen. 

Proporsislikuiditassyangsdigunakansdalam menggambarkan keadaan 

penyajianskeuangansBadansUsahasMilik Desa (BUMDes) tahun 2020 - 

2022 adalah proporsi berjalan. Semakin tinggi jumlah sumber daya saat ini 

menyiratkan semakin tinggi tingkat likuiditas organisasi. Proporsi rata-rata 

Badan Usaha Milik Kota (BUMDes) saat ini adalah 1183,75%. Menurut 

Harahap (2010: 201), norma yang layak dan solid dari proporsi sumber 

daya saat ini adalah 200%. Sehingga cenderung beralasan jika dilihat dari 

proporsi likuiditas pelaksanaanskeuangansyang diklaimsolehsBadansUsaha 

MiliksDesas (BUMDes) didelegasikan secara mandiri atau solid (1183,75% 

> 200%). 

3. Analisis ProporsisSolvabilitas 

Investigasi proporsi likuiditas adalah tanda kemampuan bisnis untuk 

membayar semua komitmen keuangan sementara pada pembangunan 

dengan menggunakan sumber daya saat ini yang belum dapat diakses. 

Sebuah bisnis dapat dikatakan lancar jika bisnis tersebut dapat membayar 

semua komitmen keuangan sementaranya dan sebaliknya, bisnis tersebut 

tidak dapat dikatakan lancar dengan asumsi bisnis tersebut tidak dapat 

membayar semua keuangan sesaatnya. komitmen. 

Proporsislikuiditassyang digunakansdalam menggambarkan keadaan 

penyajianskeuangansBadansUsahasMiliksDesas (BUMDes) tahun 2020 - 



54 

 

 
 

2022 adalah proporsi berjalan. Semakin tinggi jumlah sumber daya saat ini 

menyiratkan semakin tinggi tingkat likuiditas organisasi. Proporsi rata-rata 

Badan Usaha Milik Kota (BUMDes) saat ini adalah 1183,75%. Menurut 

Harahap (2010: 201), norma yang layak dan solid dari proporsi sumber 

daya saat ini adalah 200%. Sehingga cenderung beralasan jika dilihat dari 

proporsi likuiditas pelaksanaan keuangansyang diklaimsolehsBadansUsaha 

MiliksDesas (BUMDes) didelegasikan secara mandiri atau solid (1183,75% 

> 200%). 
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BABsV 

PENUTUP  

A. Kesimpulan 

Darishasilspenelitian dansanalisis datasmenggunakan rasiosprofitabilitas 

pada Usaha yang Diklaim Kota (BUMDES) di Kota Bajiminasa, Daerah 

Pembuatan Bir Rilau, Peraturan Bulukumba, dapat beralasan bahwa: 

1. Berdasarkan Rasio Profitabilitas atau Return On Value (ROE), manajemen 

modal atas eksekusi moneter dari Bajiminasa Town Claimed Ventures, 

Rilau Beer Locale, Bulukumba Regime telah Kelayakan ini dibuktikan 

dengan proporsi Laba dari Nilai yang berada di atas proporsi standar 

(59,26% > 40%). 

2. Dilihat dari Proporsi Likuiditas atau Rasio sumber daya saat ini (Current 

Proportion), administrasi modal pada pelaksanaan keuangan usaha milik 

kota (BUMDES) di kota-kota Bajiminasa Kelurahan Rilau Ale Rezim 

Bulukumba telah mandiri, hal ini dibuktikan dengan proporsi sumber daya 

arus normal (Current Proportion) yang melebihi norma (1183,75% > 

200%). 

3. Mengingat Proporsi Solvabilitas atau kewajiban nilai (Obligation to Value 

Proportion), pengelolaan modal atas pelaksanaan keuangan Badan Usaha 

Milik Daerah (BUMDES) di Kota Bajiminasa, Daerah Rilau Lager, 

Kabupaten Bulukumba dinamakan mahir atau sehat karena kewajiban nilai 

proporsi (Obligation to Value Proportion). Proporsi Nilai) di atas norma ( 

37,04% > 30% ).  
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B. Ide 

Mengingat tujuan di atas, disarankan agar bisnis yangfdapatfmenarik usaha 

bisnis harus dapatfmeningkatkan keuntungan sebanyaksmungkinsdariswaktu 

keswaktu. Aset yangsada di kotasusaha yang dimiliki di Kota Bajiminasa, 

Kawasan Lager Rilau, Peraturan Bulukumba harus dimanfaatkan dengan tepat 

dan produktif agar modal usaha benar-benar dibutuhkan dan mampu 

menghasilkan keuntunganfyangflebihfbesar. 
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Laporan Neraca Tahun 2020 

AKTIVA 

NO KETERANGAN JUMLAH 

 AKTIVA LANCAR  

1 UANG KAS BRILINK Rp 12.043.950 

2 SALDO EDC ATM Rp 11.293.050 

3 SALDO REKENING BUMDES Rp 100.000 

4 PERSEDIAAN MATERAI Rp 100.000 

5 UANG KAS  Rp 845.980 

6 UANG KAS TABUNGAN Rp 2.602.000 

7 SALDO REZKI MULIA Rp 254.020 

8 SISA PIUTANG NASABAH SEPT Rp 1.300.000 

9 SISA PIUTANG NASABAH OKT Rp 1.900.000 

10 SISA PIUTANG NASABAH NOV Rp 32.675.000 

11 SISA PIUTANG NASABAH DES Rp 31.100.000 

12 ANGSURAN POKOK Rp 8.238.000 

13 BAJU SENAM Rp 7.260.000 

14 PERLENGKAPAN Rp 57.000 

JUMLAH Rp 109.769.000 

 

BUMDES REZKI MULIA 

PASSIVA 

NO KETERANGAN JUMLAH 

1 UTANG :  

 UTANG TABUNGAN Rp 3.600.000 
   

2 MODAL :  

 MODAL AWAL Rp 106.169.000 

JUMLAH Rp 109.769.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REZKI MULIA 
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Laporan Laba Rugi Tahun 2020 

BUMDES REZKI MULIA 

NO PENDAPATAN JUMLAH 

(Rp) 

1 ADMIN BRILINK 3.915.000 

2 SEWA MOTOR 100.000 

3 ADMIN PINJAMAN 2.831.000 

4 ADMIN TABUNGAN 6.863.650 

5 PENDAPATAN REZKI 

MULIA 

8.703.700 

6 PENDAPATAN BUNGA 12.850.000 

7 PENDAPATAN DENDA 2.338.850 

8 PENDAPATAN WISATA 17.917.800 

LABA KOTOR 55.520.000 

 

NO PENDAPATAN JUMLAH (Rp) 

1 ADMIN BRILINK 600.000 

2 SEWA MOTOR 500.000 

3 ADMIN PINJAMAN 300.000 

4 ADMIN TABUNGAN 408.000 

5 PENDAPATAN REZKI 

MULIA 

3.600.000 

6 PENDAPATAN BUNGA 4.500.000 

7 PENDAPATAN DENDA 3.745.000 

8 PENDAPATAN WISATA 4.062.000 

    JUMLAH 17.715.000 

LABA BERSIH 37.805.000 
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Laporan Neraca Tahun 2021 

BUMDES REZKI MULIA 

AKTIVA 

NO KETERANGAN JUMLAH 

 AKTIVA LANCAR  

1 UANG KAS BRILINK Rp 12.043.950 

2 SALDO EDC ATM Rp 11.293.050 

3 SALDO REKENING BUMDES Rp 100.000 

4 PERSEDIAAN MATERAI Rp 100.000 

5 UANG KAS REZKI MULIA Rp 845.980 

6 UANG KAS TABUNGAN Rp 2.602.000 

7 SALDO REZKI MULIA Rp 254.020 

8 SISA PIUTANG NASABAH JUL Rp 1.300.000 

9 SISA PIUTANG NASABAH AGS Rp 1.900.000 

10 SISA PIUTANG NASABAH SEPT Rp 1.905.475 

11 SISA PIUTANG NASABAH OKT Rp 2.505.475 

12 SISA PIUTANG NASABAH NOV Rp 29.475.000 

13 SISA PIUTANG NASABAH DES Rp 31.100.000 

14 ANGSURAN POKOK Rp 8.238.000 

15 BAJU SENAM Rp 7.260.000 

16 PERLENGKAPAN Rp 57.000 

JUMLAH Rp 98.879.000 

 

PASSIVA 

NO KETERANGAN JUMLAH 

1 UTANG :  

 UTANG TABUNGAN Rp 30.000.000 

   

2 MODAL :  

 MODAL AWAL Rp 68.879.000 

JUMLAH Rp 98.879.000 
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Laporan Laba Rugi Tahun 2021 

BUMDES REZKI MULIA 

NO PENDAPATAN JUMLAH 

(Rp) 

1 ADMIN BRILINK 5.000.000 

2 SEWA MOTOR 100.000 

3 ADMIN PINJAMAN 2.831.000 

4 ADMIN TABUNGAN 9.863.650 

5 PENDAPATAN REZKI 

MULIA 

12.357.500 

6 PENDAPATAN BUNGA 20.850.000 

7 PENDAPATAN DENDA 1.338.850 

8 PENDAPATAN WISATA 21.747.800 

LABA KOTOR 74.088.800 

 

NO PENDAPATAN JUMLAH 

(Rp) 

1 BIAYA PRINT REKENING KORAN 600.000 

2 TRANSPORT BRI 500.000 

3 BIAYA MAKAN MINUM RAPAT 300.000 

4 ATK 408.000 

5 GAJI KARYAWAN 6.600.000 

6 BONUS KARYAWAN 6.000.000 

7 PEMELIHARAAN 3.210.000 

8 PENYUSUTAN 3.523.000 

JUMLAH 21.141.000 

LABA BERSIH 52.947.800 
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Laporan Neraca Tahun 2022  

BUMDES REZKI MULIA 

AKTIVA 

NO KETERANGAN JUMLAH 

 AKTIVA LANCAR  

1 UANG KAS BRILINK Rp 12.043.950 

2 SALDO EDC ATM Rp 11.293.050 

3 SALDO REKENING BUMDES Rp 100.000 

4 PERSEDIAAN MATERAI Rp 100.000 

5 UANG KAS REZKI MULIA Rp 845.980 

6 UANG KAS TABUNGAN Rp 2.602.000 

7 SALDO REZKI MULIA Rp 254.020 

8 SISA PIUTANG NASABAH MEI Rp 3.431.000 

9 SISA PIUTANG NASABAH JUL Rp 2.200.000 

10 SISA PIUTANG NASABAH SEPT Rp 5.400.000 

11 SISA PIUTANG NASABAH NOV Rp 9.791.049 

12 SISA PIUTANG NASABAH DES Rp 29.475.000 

13 ANGSURAN POKOK Rp 8.238.000 

14 BAJU SENAM Rp 7.260.000 

15 PERLENGKAPAN Rp 57.000 

JUMLAH Rp 80.990.099 

 

PASSIVA 

NO KETERANGAN JUMLAH 

1 UTANG :  

 UTANG TABUNGAN Rp  31.655.099 

   

2 MODAL :  

 MODAL AWAL Rp  49.335.000 

JUMLAH Rp  80.990.099 
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Laporan Laba Rugi Tahun 2022 

BUMDES REZKI MULIA 

NO PENDAPATAN JUMLAH 

(Rp) 

1 ADMIN BRILINK 5.000.000 

2 SEWA MOTOR 100.000 

3 ADMIN PINJAMAN 2.831.000 

4 ADMIN TABUNGAN 9.863.650 

5 PENDAPATAN REZKI MULIA 9.703.700 

6 PENDAPATAN BUNGA 12.850.000 

7 PENDAPATAN DENDA 1.338.850 

8 PENDAPATAN WISATA 11.747.800 

LABA KOTOR 53.435.000 

 

 

NO PENDAPATAN JUMLAH 

(Rp) 

1 BIAYA PRINT REKENING KORAN 600.000 

2 TRANSPORT BRI 500.000 

3 BIAYA MAKAN MINUM RAPAT 300.000 

4 ATK 408.000 

5 GAJI KARYAWAN 6.600.000 

6 BONUS KARYAWAN 5.000.000 

7 PEMELIHARAAN 3.745.000 

8 PENYUSUTAN 4.062.000 

JUMLAH 21.141.000 

LABA KOTOR 32.220.000 
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Proses Penjelasan Laporan keuangan Bumdes Desa Bajiminasa kec Rilau 

Ale kab Bulukumba 

 

 

 

 


